Abstrak

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Monev PA) merupakan salah satu
tahapan lebih lanjut dari Penganggaran Berbasis Kinerja. Salah satu bentuk
implementasi Monev PA di Indonesia terkait dengan tata kelola pelaksanaan
anggaran belanja pemerintah ialah melalui instrumen Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai BUN
dalam rangka untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran, khususnya dari sisi
belanja pada Kementerian Negara/Lembaga atas penggunaan dana APBN. Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu kantor vertikal dari Direkorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga harus melaksanakan penilaian IKPA untuk
mengukur sejauh mana kualitas perencanaan dan realisasi belanja dalam hal
efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan
terhadap peraturan terkait pelaksanaan anggaran. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pelaksana. Sedangkan data
sekunder bersumber dari buku, jurnal penelitian, dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan IKPA maupun Monev-PA. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana capaian nilai IKPA pada Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Selatan pada 2019 - 2021. Selain itu juga untuk mengetahui
perkembangan dan dinamika pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Selatan pada tahun 2019 — 2021 dengan menganalisis capaian nilai
indikator dan aspek IKPA yang telah disesuaikan dengan bobot serta formula
perhitungan. Analisis IKPA dilakukan dengan mengacu pada PMK tentang Monev-
PA dan Perdirjen PB tentang juknis penilaian IKPA. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa capaian nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
ada dikategori “baik” pada 2020 dan kategori “sangat baik” pada 2019 dan 2021.
Secara keseluruhan capaian IKPA tersebut berada di tingkat yang memuaskan.
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Abstract

Monitoring and Evaluation of Budget Implementation (Monev PA) is one of the
further stages in Performance-Based Budgeting. One form of implementation
Monev-PA in Indonesia related to budget implementation management of
government spending is through the Budget Implementation Performance Indicator
(IKPA). Budget Implementation Performance Indicators are indicators set by the
Ministry of Finance as BUN to assess the quality of budget implementation,
especially in terms of Ministries/Agencies spending on use APBN funds. DJPb
Regional Office of South Kalimantan Province as one of the vertical offices of the
Directorate General of Treasury (DJPb) must also carry out IKPA assessment to
measure the quality of planning and expenditure realization is in terms of budget
implementation effectiveness, budget use efficiency, and compliance with
regulations related to budget implementation. Data collection method used in this
research are literature study and field study. Primary data was obtained through
an interview with one of implementers. While secondary data comes from books,
research journals, and regulations related to IKPA and Monev-PA. This research
aims to find out how the achievement of the IKPA value at the DJPb Regional Office
of South Kalimantan Province during 2019-2021. Also, to find out the development
and dynamics of budget implementation at DJPb Regional Office of South
Kalimantan Province in 2019-2021 by analyzing the achievement of indicator and
aspects value of IKPA that has been adjusted to the weights and calculation
formulas. IKPA analysis was conducted with refers to PMK about Monev-PA and
Perdirjen PB about technical guidelines for assessing IKPA. The result of this study
indicate that IKPA achievement of the DJPb Regional Office of South Kalimantan
Province is in the "good™ category in 2020 and the "very good" category in 2019
and 2021. Overall the IKPA achievement is at satisfying level.
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